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ABSTRAK

Pembatasan subsidi BBM Solar akan berdampak pada kenaikan biaya operasional kendaraan angkutan umum
yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan tarif angkutan umum. Dampak pengurangan subsidi terse-
but perlu kajian untuk mengidentifikasi kenaikan tarif angkutan umum disesuaikan dengan wilingness to
pay (WTP) dan willingness to accept (WTA) penumpang angkutan umum tersebut. Metode perhitungan
tarif angkutan umum didasarkan pada metode perhitungan biaya operasional kendaraan yang telah
ditetapkan pada peraturan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Sedangkan metode
perhitungan WTA dan WTP menggunakan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan
beberapa skenario kenaikan harga BBM Solar, yaitu kenaikan 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Kenaikan
harga BBM sebesar 20% belum memberikan pengaruh terhadap kenaikan tarif angkutan perkotaan
yaitu masih dapat menerapkan tarif seperti yang sekarang berlaku Rp 3000. Karena tarif tersebut masih
dibawah WTP (Rp 3.915) dan ATP (Rp 4.941). Kenaikan BBM solar sebesar 40% telah memberi pengaruh
terhadap kenaikan tarif angkutan umum yaitu sebesar Rp 3.700. Namun kenaikan tarif tersebut belum
melebih WTP dan ATP penumpang yaitu Rp 3.915 dan Rp 4.941. Kenaikan harga BBM sebesar 60%,
80% dan 100% telah memberikan pengaruh terhadap kenaikan tarif sebesar Rp 5.200, Rp 8.175 dan
Rp 15.059. Kenaikan tarif tersebut jauh dari nilai WTP (Rp 3.915) dan ATP (Rp 4.941). Untuk menjaga
keberlangsungan angkutan perkotaan di DKI Jakarta, diperlukan campur tangan pemerintah dengan
pemberian subsidi apabila kebaikan BBM solar yang diberlakukan melebihi atau sama dengan 40%.
Subsidi tersebut untuk masing-masing kenaikan BBM solar 40%, 60%, 80% dan 100% adalah Rp 200 per
penumpang-km, Rp 3.200 per penumpang, dan Rp 10.000 per penumpang-km.

Kata kunci: subsisdi BBM solar, tarif, WTP, WTA

ABSTRACT

Diesel fuel subsidy restrictions will impact to increase the operating costs of public transport that will ultimately lead to the
increase in public transport fares. The impact of the subsidy reductions necessary studies to identify increasing the public
transport fare related to wilingness to pay (WI'P) and willingness to accept (WTA) the public transport passengers. Public
transport fare calculation method is based on the method of calculation of vehicle operating costs that have been assigned by the
director general of land transportation regulations transport ministry. While the method of calculation of the WTA and WTP
using quantitative analysis. Analyses were performed using several scenarios diesel fuel price increases, ie increase of 20%,
40%, 60%, 80% and 100%. The increase in fuel prices by 20% has not been an impact on urban transport fare hikes are still
able to apply the existing tariff as USD 3000. Because the tariff is still under PAP (USD 3,915) and ATP (USD 4941). The
increase in diesel fuel by 40% has an impact on the increase of public transport tariff is Rp 3,700. However, the tariff hike is
not to exceed WTP and ATP passengers Rp 3,915 and Rp 4941. The increase in fuel prices by 60%, 80% and 100% has an
impact on the increase in tariff of Rp 5,200, USD 8175 and USD 15 059. The tariff hike away from the value of WIP (USD
3,915) and ATP (USD 4941). To maintain the sustainability of urban transport in Jakarta, required government intervention
in the provision of diesel fuel subsidies if applicable goodness exceed or equal to 40%. The subsidy for each of the diesel fuel
price hike of 40%, 60%, 80% and 100% is $ 200 per passenger-km, Rp 3,200 per passenger, and Rp 10,000 per passenger-km.

Keywords: diesel fuel subsidy, fare, WI'P, WT'A
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PENDAHULUAN

Keunggulan angkutan bus kota, selain pelayanan
door to door,adalah tarif yang relatif murah jika
dibandingkan dengan moda transportasi perkota-
an lainnya. Penetapan sistem tarif di DKI Jakarta
seragam. Sistem tarif ini berlaku tarif biasa (normal
fare) yaitu Rp 2.500,- tarif yang dikurangi (reduce
fare, terlihat pada tarif khusus pelajar/ mahasiswa
yaitu hanya Rp 1.000,-) dan tarif yang mengalami
tambahan (supplementary fare) misalnya menam-
bahkan tarif karena trayek angkutan umum itu
melalu tol.

Dengan adanya Keputusan Badan Pengatur Ke-
giatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
untuk membatasi waktu penyaluran Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar berpotensi
meningkatnya kenaikan tarif angkutan bus kota.
Permasalahan tarif angkutan perkotaaan akan se-
lalu menjadi bahan perdebatan diantara pihak-pi-
hak yang berkepentingan yaitu antara masyarakat
sebagai pengguna, pengusaha sebagai operator
dan pemerintah sebagai regulator. Kenaikan harga
harga bahan disektor transportasi akan berdampak
pada kenaikan harga suku cadang yang sangat
tinggi serta barang-barang pendukung operasi
kendaraan lainnya yang mengakibatkan kenaikan
pada Biaya Operasi Kendaraan (BOK).

Oleh karena itu, penentuan besaran tarif mem-
butuhkan penanganan dan kebijakan yang arif.
Pemerintah sebagai regulator harus dapat menjem-
batani kepentingan penumpang selaku konsumen
dan pengusaha/ operator angkutan umum. Sehing-
ga kenaikan tarif angkutan umum dapat diterima
oleh semua elemen. Berangkat dari permasalahan
tersebut perlu diadakan suatu kajian mengenai
biaya operasional kendaraan, Ability to Pay dan
Willingness to Pay sehingga mengetahui besaran
tarif berdasarkan BOK dan daya beli penumpang.

Pada dasarnya penetapan tarif oleh pemerintah
bertujuan untuk menjamin kelangsungan penye-
lenggaraan angkutan perkotaan dengan mutu
jasa standar keselamatan di satu pihak, juga
mempertimbangkan kemampuan dan daya beli
pemakai angkutan perkotaan. Banyak faktor yang
mempengaruhi penentuan tarif seperti kondisi
ekonomi masyarakat, biaya pemeliharaan/suku
cadang, harga bahan bakar, sarana dan prasarana
dan sebagainya. Berdasarkan data tersebut, maka
dapat diambil suatu pertanyaan permasalahan
sebagai berikut:

1. Berapakah tarif yang akan diberlakukan untuk
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angkutan perkotaan apabila terjadi kenaikan
solar ditinjau dari BOK menurut metode Ke-
menterian Perhubungan dan beberapa metode
alternatif?

2. Apakah tarif yang akan diberlakukan untuk
angkutan bus perkotaan sesuai degan kemau-
an penumpang (willingness to pay) maupun
kemampuan penumpang (ability to pay)?

Tujuan dari kajian ini adalah menentukan tarif
berdasarkan biaya operasional kendaraan, Ability to
Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) membayar
penumpang angkutan perkotaan.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian terdahulu

Montaalbo,C and Isihida,H (2997) dalam penelitian
tentang Asessment of cost of bus transit operations in
metro manila. Penelitian biaya operasi kendaraan
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ese-
ternal. Faktor internal terdiri dari karakteristik
operasi kendaraan itu sendiri (skala operasional,
tipe manajemen, karakteristik hardware dan fasili-
tas) dan faktor eksternal adalah karakteristik dari
lingkungannya (kondisi jalan, karakteritik daerah
yang dilayani, rata-rata kecepatan dan persentase
dari panjang rute). Metodelogi yang digunakan
adalah multiple linear regresi. Hasil analisis ini
menunjukkan operator yang paling efisiensi. Nilai
dari biaya operasi kendaraan akan diperbandikan
untuk mengetahui perfoma operator, yang akan
dibagi kedalam 3 level yaitu baik, sedang dan
buruk.

Yuniarti, 2009, melakukan penelitian tentang
Analisis Tarif Angkutan Umum berdasarkan biaya
operasional kendaraan, ability to pay dan willingness
to pay (studi kasus PO Atmo Trayek Palur Kartasu-
ra di Surakarta). Hasil analisis data menunjukkan
tarif berdasarkan BOK Rp 2.930,98, berdasarkan
ATP pada hari kerja sebesar 2.349 untuk kategori
umum dan Rp 1.162,67 untuk kategori pelajar. Pada
hari libur sebesar Rp 2.378 untuk kategori umum
dan 1.934 untuk kategori pelajar. Besarnya nilai
WTP pada hari kerja sebesar 2.322 untuk kategori
umum dan Rp 1.148 untuk kategori pelajar, pada
hari libur sebesar 2.338 untuk kategori umum dan
Rp 1.884 untuk kategori pelajar.

B. Sejarah Kenaikan BBM

Dampak kenaikan harga BBM adalah naiknya
harga-harga barang kebutuhan lainnya, naiknya
ongkos transportasi, naiknya harga suku cadang,
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naiknya jumlah orang miskin, naiknya jumlah anak
putus sekolah.turunnya daya beli masyarakat. Pen-
ingkatan harga BBM solar yang terjadi di Indonesia
dari tahun 2000-2005 dapat dilihat pada tabel 1.

Pada tabel 1 dapat dilihat pada tahun 2005 terjadi

Tabel 1. Perkembangan Harga Solar Eceran Ta-
hun 2000-2013
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Sumber: Pasaribu L (2008) dan GSI (2014)

kenaikan solar sebanyak dua kali dalam setahun,
dimana kenaikannya lebih dari 100% yakni dari
Rp 2.100 perliter menjadi Rp 4.300 perliter. Dalam
kurun waktu 5 tahun belakangan yaitu periode 200
- 2005, maka tahun 2005 inilah yang benar-benar
dirasakan teramat sangat berat permasalahannya
yang harus ditanggung oleh transportasi umum.
Dikarenakan kenaikan harga BBM khususnya so-
lar yang merupakan nyawa dalam menggerakkan
usaha transportasi.

C. Biaya operasi Kendaraan (BOK)

Biaya operasi kendaraan merupakan biaya pokok
atau biaya produksi atau operasional adalah
besaran pengorbanan yang dikeluarkan untuk
menghasilkan satu satuan unit produksi jasa ang-
kutan. Jika ditinjau dari kegiatan usaha angkutan
biaya yang dikeluarkan untuk suatu produksijasa
angkutan yang akan dijual kepada pemakai jasa
dibagai menjadi 3 bagian yaitu

1. Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan

perusahaan

2. Biaya yang dikeluarkan untuk operasi kenda-
raan

3. Biayayang dikeluarkan untuk retribusi, iuaran,
sumbangan dan yang berkenaan dengan pemi-
likan usaha dan operasi.

Untuk itu penentuan tarif angkutan umum ber-
dasarkan biaya operasional menggunakan metode
perhitungan Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dikelompokkan
menjadi biaya lagsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung terdiri dari penyusutan kendaraan
produktif, bunga modal kendaraan produktif,
awak bus /sopir kondektur (gaji/ upah, tunjangan
kerja operasi dan tunjangan sosial), bahan bakar
minyak (BBM), service, retribusi terminal, STNK/
Pajak kendaraan, KIR dan asuransi (asuransi kend-
araan-+asuransi awak bus). Sedangkan biaya tidak
langsung terdiri dari Biaya pegawai selain awak
kendaraan (gaji, uang lembur dan tunjangan sosial)
dan Biaya pengelolaan (biaya penyusutan bangu-
nan kantor, penyusutan pool dan bengkel, peny-
usutan inventaris/alat kantor, penyusutan sarana
bengkel, adminsitrasi kantor dan pemeliharaan
kantor, biaya pemeliharaan pool dan bengkel,
biaya listrik dan air, biaya telepon dan telegram,
biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan, dan
pajak perusahaan, pajak perusahaan, izin trayek,
izin usaha, biaya pemasaran, dll).

METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di perusahan oto-
bus yang mengoperasikan angkutan perkotaan
di DKI Jakarta daerah-daerah yang dilewati oleh
angkutan bus PO tersebut.

Pelaksanaan survai dilaksanakan pada hari kerja
(weekday) dan hari libur (weekend) untuk mendapat-
kan karakteristik penumpang dan perjalanan yang
berbeda.

B. Kebutuhan data

Data primer diperoleh dengan penyebaran kue-
sioner langsung kepada penumpang angkutan
umum. Kuesioner disebarkan dengan pengambilan
sampel acak. Sampel tersebut diharapkan dapat
mewakili populasi yang ada. Adapun data yang
diperlukan adalah intensitas penggunaan bus,
besarnya pengeluaran untuk transportasi, tingkat
penghasilan, persepsi penumpang terhadap tarif
yang berlaku dan jumlah penumpang.

Data sekunder diperoleh dengan wawancara
langsung dengan pihak PO. Data yang diambil
adalah:

1. Biayakendaraanlansung seperti: harga oli, har-
ga BBM/solar, harga Ban, harga suku cadang,
harga bus, pengoperasian bus.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk pengoper-
asian bus/biaya tak langsung antara lain:
gaji karyawan (supir, kondektur, kenek dan
mekanik, biaya perpanjangan STNK dan KIR
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kendaraan, dan Biaya lain-lain (telepon, listrik,
air)
C. Metode Analisis

1. Analisis biaya operasional kendaraan menurut
metode Kementerian Perhubungan meliputi:

Biaya Pokok Per Bus - Km = Biaya Langsung +
Biaya Tidak Langsung

a. Komponen Biaya Langsung
1) Penyusutan kendaraan

2) Bunga Modal

cenyusutan pertabun = harga kendaraan - nilai residu

rnass penyusulan

nilai residu bus adalah 30% dari harga kendaraan

3) Biaya awak bus

1
“: X modal X bungas £ fahun
bunga modal = —=

masa pemyiEtan

keterangan: n=masa pengembalian pinjaman

4) Biaya bahan bakar minyak (BBM)

_ biaya swak bus per tabun

Bimpe per bz —la = -
produks: bus - ln  pertalum

5) Biaya pemakaian ban

biaya pemeriksaan umum per bus-km

_ biaya pemeriksaan per tahun

prowduks bus -k per tahun

9) Biaya Penambahan Oli bus

Bidina peranibalian off bus = i
penambahan oli per hari X harga oli per liter
n =tempuh perar

10) Biaya Cuci Bus

Biava clci s pertus — i
biaya cuci per bulan

produks: bus - per bulan

11) Retribusi Terminal

biava retribusi termiol perbus
retribusi terminal per hari
2aprodukst bus-Km perhor

12) Biaya STNK/Pajak Kendaraan

hiava STVK perbus — in
_ biava 51Nk
produksi bus -k pertahon

13) Biaya KIR

pemakaian EEM per busz per han

By per bus— hari = -
W -tecapub per han

2. Komp&eenideikpailtak langsung merupakan

jumlah pemakaian ban X harga ban per buah
- kn dayatahan ban

7) Servis besar

biaya servis kecil
higqya serviz becil per bus = oy -

Biagya servis besar per iy = baya o s besar
8) Biaya Pemeriksaan Umum (General Over-
haul)

iepa pem e n e par fafn = w: ke g1re pedmarik man

B peenbape
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Bimta KIR perbus — b
biaya KIR per tahun
produks: bus - per fahun

14) Biaya Asuransi

bigye aswransi perbus — kn

jumlah biayva asuransi per tahun

produks: bus -l per tahun

total dari biaya pegawai selain awak bus dan
biaya pengelolaan (biaya penyusutan ban-
gunan kantor, penyusutan pool dan bengkel,
penyusutan inventaris alat kantor, penyusutan
saran bengkel, biaya adminsitrasi kantor, biaya
pemeliharaan kantor, biaya pemeliharaan pool
dan bengkel, biaya listrik, air dan telpon, biaya
telpon dan telegram, pajak perusahaan, izin
trayek, izin usaha, biaya pemasaran, dan lain-
lain
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biaya tidak lavigsung per bus per tafi

-:l.'n.'_;ru ridak

total laaya tidak langsung per sepmen per tahun
jurnl ah bus

r
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_ kaya tidak langsung per bus per tahun

produbzi e per bn pertahiun

b. Analisis Daya beli penumpang (Ability to
pay)
Ability to pay (ATP) adalah kemampuan
seseorang untuk membayar jasa pelayanan
yang diterimanya berdasarkan penghasilan
yang dianggap ideal. Beberapa faktor yang

1T budgzet untuk transportasi /bulan

Irekuensi penggunaan busbulan

mempengaruhi ATP antara lain adalah
c. Analisis Willingness to Pay (WTP)

WTP adalah kemauan pengguna mengel-
uarkan imbalan atas jasa yang telah diteri-
manya. Pendekatan yang digunakan dalam
analisis WTP didasarkan atas persepsi

biaya operasional kendaraan angkutan umum
yang mengalami perubahan dengan adanya
kenaikan harga BBM solar adalah harga ban
dan biaya servis kendaraan. Namun perbandin-
ganya hanya dapat dilihat pada kenaikan harga
BBM tahun 2005 dan 2014 karena keterbatasan
data-data tersebut. Kenaikan BBM sebesar 44 %
akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan
biaya servis kendaraan sebesar 44% juga. Se-
dangkan untuk kenaikan BBM solar sebar 44 %
juga memberikan pengaruh pada harga ban
yang meningkat sebesar 25%.

Lightowler (2012), Komponen biaya operasi bus
di New Zealend tergantung pada jumlah jam
operasional (75-80 jam per minggu), jumlah hari
operasi selama seminggu, serta upah pegawai
dan biaya BBM yang membutuhkan 2-2.5 so-
pir perhari dan 500-600 liter BBM per minggu.
Komposisi masing-masing komponen dari BOK
kendaraah adalah gaji/upah pegawai = 60-70,
BBM = 10-20% dari total, ban perawatan dan
insuransi =10-20%, red tape = 10%. Sedangkan
menurut Moody D (2013), komposisi biaya
operasional kendaraan rata-rata seluruh kend-
araan adalah penyusutan (38,77%), jalan dan
asuransi (20.70%), BBM (13,35%), perawatan
(9,83%) dan ban (1,81%).

pengguna terhadap tarif danjasa pelayanan
angkutan umum tersebut. Faktor yang Tabel 2. Harga Kenaikan Komponen BOK Terha-

. . dap Kenaikan BBM
3 [tanif yang dipilih x jumlah responden
WIP =& : Jens Z0l4  Z01f  Peisentse
Jumlah seluruh responden Fengikan
Fenalan FRIMs0 Y B0 4oLl A
: . =an TI5000 1000000 2shn
mempengaruhi antara lain: R
olimesin mesan IE0 13000 4l%
HASIL DAN PEMBAHASAN chigadan 20 10 (e
oli baremEl N X 5%
A. Dampak Kenaikan Harga BBM
mimak 4300 X000 1215%
Kenaikan harga BBM Solar tidak hanya terpen- -
. . grmuk w0 XS0 ny
garuh pada meningkatnya biaya BBM Solar, : fira X
akan tetapi dapat berpengaruh pada mening- ~=HEItR 1
katnya harga suku cadang terutama oli unuk ~ =TFan @ B¥ L TLUN LT 14%
pengoperasian kendaraan. Pengaruh kenaikan ~ @ixaki LI LR LLL d0%
komponen tersebut yang merupakan bagian Fata-rata Sorves 4404

dari biaya operasional kendaraan akan secara  Sumber: Olah Data, 2014
otomatis meningkatkan kebutuhan operasional
kendaraan. Dampaknya adalah meningkatnya
tarif angkutan umum untuk menutupi keku-
rangan biaya operasional kendaraan.

B. Analisis Biaya Operasional Kendaraan

Perhitungan BOK disesuaikan dengan keadaan
di lapangan dimana banyak komponen per-
hitungan BOK seperti asuransi, retribusi
terminal, tunjangan pegawai dll yang tidak

Berdasarkan hasil survai komponen biaya
kendaraan angkutan, tabel 2 memberikan
gambaran bahwa komponen dari perhitungan
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terdapat pada operator bus kota dikarenakan
laod factor yang kecil sehingga banyak operator
memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu
penting untuk mempertahankan usaha mereka.
Idealnya komponen dari BOK sesuai dengan
metode Departemen Perhubungan.

Untuk mengetahui dampak kenaikan BBM ter-
hadap biaya pokok produksi jasa angkutan di
rute ini perlu dilakukan pembandingan antara
biaya pada keadaan harga BBM sebelum dan
setelah ada perubahan harga BBM. Simulasi
kenaikan harga BBM tersebut dilakukan pada
kenaikan 20% (Rp 7800), 40% (Rp 9100), 60%
(Rp 10400), 80% (11700), dan 100% (13000). Sim-
ulasi tersebut dilakukan dengan menggunakan
load factor saat ini yaitu 77 %.

Kenaikan harga BBM solar dari Rp 6500 menjadi
Rp 7800 per liter membawa dampak terjadinya
kenaikan biaya operasional kendaraan per pen-
umpang per km dari Rp 2964 menjadi Rp 2999
atau mengalami peningkatan sebesar 10%. Ke-
naikan harga BBM solar dari Rp 6500 menjadi Rp

9100 per liter membawa dampak terjadinya ke-
naikan biaya operasional kendaraan per penump-
ang per km dari Rp 2964 menjadi Rp 3283 atau
mengalami peningkatan sebesar 21%. Kenaikan
harga BBM solar dari Rp 6500 menjadi Rp 10400
per liter membawa dampak terjadinya kenaikan
biaya operasional kendaraan per penumpang per
km dari Rp 2964 menjadi Rp 3568 atau mengalami
peningkatan sebesar 31%. Kenaikan harga BBM
solar dari Rp 6500 menjadi Rp 11900 per liter
membawa dampak terjadinya kenaikan biaya
operasional kendaraan per penumpang per km
dari Rp 2964 menjadi Rp 3852 atau mengalami
peningkatan sebesar 42%. Kenaikan harga BBM
solar dari Rp 6500 menjadi Rp 13000 per liter
membawa dampak terjadinya kenaikan biaya
operasional kendaraan per penumpang per km
dari Rp 2964 menjadi Rp 4137atau mengalami
peningkatan sebesar 52%. Gambaran lebih rinci
dampak kenaikan harga BBM solar terhadap
komponen biaya produksi per penumpang-km
bus angkutan perkotaan di DKI Jakarta dapat di
lihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Biaya Operasional Kendaraan Angkutan Perkotaan
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Sumber:

C.
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Willingness to Pay Pay (WTP) dan Ability to Pay
(ATP)

Dalam menentukan tarif pada setiap kenaikan
harga BBM solar, ada 2 indikator yang perlu
diperhatikan pemerintah dalam menentukan

tarif angkutan perkotaan selain berdasarkan
hasil analisis biaya operasional kendaraan.
Kedua indikator tersebut adalah willingness to
pay dan ability to pay. Willingness to pay merupa-
kan kemauan membayar penumpang terhadap
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utilitas angkutan umum yang ada saat ini. Se- angkutan perkotaan yang melayani daerah DKI

dangkan ATP merupakan kemampuan memba- Jakarta telah diperoleh ATP yang ditunjukkan
yar penumpang terhadap jasa pelayanan yang pada tabel 4 dan WTP pada tabel 5 WTP pada
diterimananya berdasarkan penghasilan yang kajian ini terdiri dari WTP dan batas WTP yang
dianggap ideal. merupakan batasan tarif bagi penumpang,

Berdasarkan hasil analisis pada beberapa rute dimana penumpang akan berpindah ke alat

Tabel 4. Willingness To Pay (WTP)

MNus Tnt Hmm:nl h'""h":r" M a AT fir-rio
dumr T AT W A TP Bion N
L £ Bulm Tunu 4o mp M N =4 b= el LRk | bl L) L1
F.op Naouoo -Tima suop M as {ELT NI R Lhe Ly
Tiod s op- B A M s e En =} = = B=T
ShOmO - Sl opparai M 123 7] =17 2 m =7 =T
B SAHIurdHiopru M 124 {TEY o LF {FT LF-r. o
K. dd s -Fora D =T o M7 E L3 oM
k. i srna- Gropal D T L o ) MBS = b
Lt indm -He dd M = ] m 17 =D =12
Luysc Bdom - Bk & D =m [~ I R ¥ (< ]
Sarmn - L Bulun D =0 = | -] . BRI e
D LT = e, ]

F. il mn it
Sumber:

.
4

14n = [

Tabel 5. Ability To Pay (ATP)
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Sumber:
transportasi lainnya seperti sepeda motor. ini disebut choiced riders. Beberapa rute tersebut

Lebak Bulus - Tanah Abang, Kampung Ram-
butan - Terminal Blok M, senen - Manggarai,
Terminal Blok M - Pasar Minggu, Lebak Bu-
lus - Blok M, Rempoa - Terminal Blok M Dan
Kampung Melayu - Pondok Kopi.

Pada beberapa rute, nilai ATP lebih besar
dari WTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kemampuan membayar lebih besar daripada
keinginan membayar jasa tersebut. Ini terjadi
bila pengguna mempunyai penghasilan yang
relatif lebih tinggi tetapi utilitas terhadap jasa Sedangan rute-rute dengan kondisi ATP lebih
tersebut lebih rendah, pengguna pada kondisi
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kecil dari WTP adalah rute Tanah Abang -
Terminal Blok M, Rute Kalideres - Kota, rute
Grogol - Kalideres dan rute Senen - Lebak
Bulus. Kondisi ini merupakan kebalikan dari
kondisi diatas dimana keinginan pengguna
untuk membayar jasa tersebut lebih besar dari
kemampuan membayarnya. Hal ini memungk-
inkan terjadi bagi pengguna yang mempunyai
penghasilan relatif lebih rendah tetapi utilitas
terhadap jasa tersebut sangat tinggi, sehingga
keinginan pengguna untuk membayar jasa
tersebut cenderung dipengaruhi oleh utilitas,
pada kondisi ini pengguna disebut captive.

Pada prinsipnya penentuan tarif dapat ditin-
jau dari beberapa aspek utama dalam sistem
angkutan umum. Aspek-aspek tersebut adalah
pengguna (user), operator, dan pemerintah (reg-
ulator). Bila angkutan umum tidak dikelola oleh
pemerintah maka peninjauan ATP dan WTP
perlu dijadikan subjek yang menentukan nilai
tarif yang akan diberlakukan. Pada saat harga
BBM solar diharga Rp 6.500,- Nilai tarif yang
diberlakukan masih jauh dari WIP dan ATP.
Kondisi masih memberikan keleluasaan dalam
perhitungan/pengajuan nilai tarif baru, yang
selanjutnya dapat dijadikan peluang penera-
pan subsidi silang, pada jenis kendaraan lain
yang kondisi perhitungan tarifnya diatas ATP.
Sehingga nilai tarif Rp 3000 untuk umum dan
Rp 1000 untuk pelajar masih sesuai dengan
kemampuan dan kemampuan membayar pen-
umpang.
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Sumber: Data olahan
Gambar 1. Perbandingan BOK BBM Solar Rp.

6.500,
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WTP dan ATP

Apabila terjadi kenaikan harga BBM solar
sebesar 20% dari harga Rp 6.500 atau diharga
Rp 7.800,- hasil analisis tarif secara rata-rata
masih berada dibawah nilai WTP (Rp 3.915)

dan ATP (Rp 4.941) meskipun perbedaann-
ya sangat kecil. Kondisi sudah tidak begitu
memberikan keleluasaan dalam perhitungan/
pengajuan nilai tarif baru. Akan tetapi nilai
tarif Rp 3000 untuk umum dan Rp 1000 untuk
pelajar masih sesuai dengan kemampuan dan
kemampuan membayar penumpang. Pada rute
Rempoa-Blok M, nilai WIP berada dibawah
perhitungan perkiraan tarif. kondisi tersebut
menunjukkan kenaikan harga BBM yang akan
berdampak pada kenaikan tarif angkutan
umum akan memberatkan penumpang yang
berpenghasilan menengah ke bawah. Namun
apa bila di lihat nilai ATP masih berada di atas
nilai perkiraan tarif sehingga memungkinkan
penumpang tidak meninggalkan angkutan
umum tersebut. Untuk itu, operator angku-
tan umum perlu melakukan pembenahan
dalam meningkatkan kenyamanan bus dan
pelayanannya.
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Sumber: Data olahan
Gambar 2. Perbandingan BOK BBM Solar 20%,

WTP dan ATP

Apabila terjadi kenaikan BBM sebesar 40%
dari harga BBM solar saat ini (Rp 6.500) maka
hasil analisis secara rata-rata untuk semua rute,
asumsi kenaikan tarif angkutan umum (Rp
3,682) berada diatas WIP (Rp 3.915) dan ATP
(Rp 4.941). Kondisi ini menunjukkan bahwa
perlu ada kenaikan tarif sebesar Rp 3.700 dan
tarif tersebut masih berada dibawah WTP dan
ATP masyarakat.

Apabila harga BBM solar naik sebesar 60% atau
Rp 10.400 dari harga saat ini Rp 6.500 maka
perlu kenaikan tarif angkutan umum perko-
taan tidak dapat dihindari untuk menutupi
biaya operasional kendaraan yang semakin
meningkat. Kenaikan BBM solar tersebut akan
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memberikan dampak kenaikan tarif sebesar Rp
5,200. Kenaikan tarif lebih besar dari WIP (Rp
3.915) dan ATP masyarakat (Rp 4.941).
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Sumber: Data olahan
Gambar 3. Perbandingan BOK BBM Solar 40%,

WTP dan ATP
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Sumber: Data olahan
Gambar 4. Perbandingan BOK BBM Solar 60%,
WTP dan ATP

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan
BBM akan melebihi ATP kelompok sasaran
masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan in-
tervensi atau campur tangan pemerintah dalam
pemberian subsidi kepada angkutan umum.
Berdasarkan nilai ATP rata-rata, subsidi yang
akan diberikan pemerintah adalah sebesar Rp
300 per penumpang,.

Begitupun dengan kenaikan BBM solar sebesar
80% dan 100%. Kenaikan BBM solar untuk ke-
naikan Rp 11.700 menunjukkan hasil perkiraan
tarif sebesar Rp 8.175. Sedangkan kenaikan
BBM solar sebesar Rp 13.000 memberikan
hasil perkiraan tarif sebesar Rp 15.059. Nilai
perkiraan tarif tersebut jauh di atas ATP dan
WTP pengguna angkutan perkotaan yang pada

umumnya berpenghasilan Rp 1 juta hingga Rp
3 juta. Berdasarkan ketiga simulasi kenaikan
BBM solar di atas, menunjukkan kondisi bah-
wa kenaikan BBM akan melebihi ATP dan
WTP kelompok sasaran masyarakat. Dengan
kata lain, keberlangsungan angkutan umum
perkotaan semakin memprihatinkankan karena
banyaknya penumpang yang beralih menggu-
nakan sepeda motor.

Disisi lain, program pemerintah dalam mengu-
rangi produksi sepeda motor semakin sulit untuk
tercapai. Untuk itu diperlukan intervensi atau
campur tangan pemerintah dalam pemberian
subsidi kepada angkutan umum. Berdasarkan
nilai ATP rata-rata, subsidi yang akan diberikan
pemerintah untuk kenaikan BBM solar 80% dan
100% adalah masing-masing adalah sebesar Rp
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Sumber: Data olahan
Gambar 5. Perbandingan BOK BBM Solar 80%,
WTP dan ATP
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Gambar 6. Perbandingan BOK BBM Solar 100%,

WTP dan ATP

3.200 per penumpang, dan Rp 10.000

KESIMPULAN

Biaya operasional kendaraan angkutan perkotaan
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masih belum sesuai dengan perhitungan biaya
operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh Ke-
menterian Perhubungan. Beberapa biaya dilakukan
penghematan untuk menutupi biaya operasional
kendaraan yang sesuai dengan tarif yang ditentu-
kan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan load factor
yang semakin menurun. Akibat dari pemangkasan
biaya tersebut mengakibatkan penurunan tingkat
pelayanan angkutan perkotaan yang ada di DKI
Jakarta. Terlebih lagi jika ditambah dengan adan-
ya kebijakan pembatasan subsidi BBM solar yang
akan meningkatkan biaya operasional kendaraan.
Dari hasil analisis, Komponen pengeluaran BBM
dalam biaya operasional kendaraan sangat besar
yakni sekitar 30%. Selain itu, harga ban dan biaya
perbaikan kendaraan akan ikut meningkat seiring
dengan kenaikan harga BBM solar tersebut.

Dari hasil analisis telah dilakukan perhitungan
biaya operasional kendaraan yang kemudian
dibandingkan dengan WTP dan ATP. Kenaikan
harga BBM sebesar 20% belum memberikan pen-
garuh terhadap kenaikan tarif angkutan perkotaan
yaitu masih dapat menerapkan tarif seperti yang
sekarang berlaku Rp 3000. Karena tarif tersebut
masih dibawah WTP (Rp 3.915) dan ATP (Rp 4.941)
meskipun perbedaannya sangat kecil. Kenaikan
BBM solar sebesar 40% telah member pengaruh
terhadap kenaikan tarif angkutan umum yaitu
sebesar Rp 3.700. Namun kenaikan tarif tersebut
belum melebih WTP dan ATP penumpang yaitu
Rp 3.915 dan Rp 4.941 sehingga belum memerlukan
subsidi untuk menutupi biaya operasional kenda-
raan tersebut. Namun untuk kenaikan harga BBM
sebesar 60%, 80% dan 100% telah memberikan
pengaruh terhadap kenaikan tarif sebesar Rp 5.200,
Rp 8.175 dan Rp 15.059. Kenaikan tarif tersebut jauh
dari nilai WTP (Rp 3.915) dan ATP (Rp 4.941). Un-
tuk menjaga keberlangsungan angkutan perkotaan
di DKI Jakarta, diperlukan campur tangan pemer-
intah dengan pemberian subsidi apabila kebaikan
BBM solar yang diberlakukan melebihi atau sama
dengan 40%. Subsidi tersebut untuk masing-mas-
ing kenaikan BBM solar 40%, 60%, 80% dan 100%
adalah Rp 200 per penumpang-km, Rp 3.200 per
penumpang, dan Rp 10.000 per penumpang-km.

SARAN

Apabila pembatasan subsidi BBM solar diberlaku-
kan, tentunya akan berpengaruh pada kenaikan
tarif angkutan umum perkotaan. Untuk meng-
hidari nilai tarif yang lebih besar dari WTP dan
ATP sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan
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yang memberikan solusi agar pengusaha angku-
tan umum khususnya bus kota dapat bertahan
terutama semakin pesatnya pemilikan kendaraan
pribadi. Pemberian subsidi dianggap sebagai solusi
tepat dalam mengantisipasi permasalahan terse-
but. Dengan pemberian subsidi kepada operator
angkutan umum perkotaan dapat mendorong
peningkatan pelayanan sehingga masyarakat Ja-
bodetabek lebih nyaman menggunakan angkutan
umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi
karena perbedaan biaya perjalanan yang sangat
signifikan antara kedua moda tersebut. Sehingga
program pemerintah untuk memindahkan peng-
guna kendaraan pribadi ke angkutan umum dapat
tercapai.
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